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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya wanprestasi yang disebabkan adanya keterlambatan dan tidak melakukan sama sekali proses pemenuhan sekaligus pengiriman barang oleh Vendor X kepada Pihak Perusahaan Y. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Analitis, yakni untuk mendeskripsikan permasalahan yang timbul atau terjadi dalam tesis ini yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif ialah dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, doktrin hukum yang relevan. Akibat hukum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Y terhadap Vendor X yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dan telah dimuat serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian pengadaan barang jasa, dengan menindak tegas memberikan berupa Surat Teguran (Somasi) I sampai dengan Surat Teguran (Somasi) III.
Kata Kunci: Perjanjian pengadaan barang jasa, vendor, wanprestasi, kedudukan hukum, akibat hukum. 
ABSTRACT

This study discusses the status of the goods and services procurement agreement that was not fulfilled by the vendor to the company based on statutory regulations. The results of the study indicate that the occurrence of default was caused by delays and not carrying out the fulfillment process and delivery of goods by Vendor X to Company Y. The research method used is Descriptive Analytical, namely to describe the problems that arise or occur in this thesis based on applicable laws and regulations. This research approach method uses Normative Jurisprudence, namely by examining applicable laws and regulations, relevant legal doctrines. The legal consequences that can be taken by Company Y against Vendor X who does not comply with what has been agreed and has been included and signed by both parties in the goods and services procurement agreement, by taking firm action in the form of Warning Letters (Somasi) I to Warning Letters (Somasi) III.

Keywords: Goods and services procurement agreement, vendor, default, legal status, legal consequences.


ABSTRAK SUNDA

Panaliti ieu ngabahas status perjanjian pengadaan barang sareng jasa anu henteu dilaksanakeun ku vendor ka perusahaan dumasar kana peraturan perundang-undangan. Hasil panalungtikan nuduhkeun yén lumangsungna gagal bayar téh dibalukarkeun ku telat jeung henteuna prosés minuhan jeung pangiriman barang ku Vendor X ka Pausahaan Y. Métode panalungtikan anu digunakeun nya éta Déskriptif Analitik, nya éta pikeun ngadéskripsikeun masalah anu timbul atawa lumangsung dina ieu skripsi dumasar kana undang-undang jeung peraturan anu berlaku. Métode pendekatan panalungtikan ngagunakeun Yurisprudensi Normatif, nya éta ku nalungtik hukum jeung peraturan nu lumaku, doktrin hukum relevan. Balukar hukum anu bisa ditempuh ku Pausahaan Y ngalawan Vendor X anu henteu saluyu kana anu geus disapakati sarta geus diasupkeun jeung ditandatanganan ku dua pihak dina perjanjian pengadaan barang jeung jasa, ku cara ngalakukeun tindakan tegas dina wangun Surat Peringatan (Somasi) I nepi ka Surat Peringatan (Somasi) III.
Kecap Konci: Perjangjian pengadaan barang sareng jasa, vendor, standar, status hukum, akibat hukum.

PENDAHULUAN

       Pemenuhan kebutuhan masyarakat, terdapat berbagai bentuk kerjasama pada sektor perekonomian yang terjadi di masyarakat misalnya utang-piutang, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya. Perkembangan kerjasama tersebut banyak menimbulkan berbagai macam perjanjian. Sektor ekonomi, terdapat banyak hubungan bisnis yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan. Suatu kesepakatan dalam hubungan bisnis akan dituangkan di dalam perjanjian. Hal tersebut bertujuan menghindari permasalahan pada saat pelaksanaan perjanjian. Perjanjian dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak salah satunya pada perjanjian pengadaan barang jasa
       Pengadaan barang jasa dalam kegiatan Pembangunan di Pemerintah memiliki peran yang cukup besar dilihat dari besaran porsi anggarannya, mengingat pentingnya pengaturan yang baik dalam pengadaan barang jasa maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengubah proses pengadaan barang jasa dari kegiatan transaksional yang hanya melihat pengadaan sebagai proses administratif dari upaya mendapatkan barang jasa dengan beberapa pilihan kegunaan dapat di ubah menjadi suatu kegiatan strategis sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Adanya kebutuhan pemenuhan hal sebagaimana tersebut di atas diperlukan adanya suatu organisasi sebagai wadah atau sarana  tempat pelayanan, tukar pikiran, diskusi ataupun mencari informasi terhadap pengadaan barang dan jasa, maka perlu adanya suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Tingkat Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya (K/L/D/I) tidak dapat dihindari untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintah berupa pembangunan, pemberdayaan, pelayanan dan pengaturan. Pemerintah dituntut untuk menyediakan anggaran yang setiap tahunnya semakin meningkat sesuai dengan tingkat kebutuhan. 
       Pengadaan barang jasa yang pembiayaannya baik sebagian maupun seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik. Penyelenggaraan barang jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima pihak pemerintah. Oleh karena itu tuntutan dan kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pengadaan barang dan jasa pun semakin meningkat.
       Pengadaan barang jasa yang di biayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil tidak diskriminatif dan akuntabel, sebagai bagian utama tentang peraturan barang dan jasa pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025). Untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel dan mensejahterakan bangsa, serta menghindari dan mencegah terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan etika pengadaan yang diantaranya bertentangan kepentingan para pihak, pemborosan dan kebocoran uang negara penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi yang secara langsung atau tidak lansung merugikan negara. 
       Salah satu wujud nyata peran serta Negara dalam pengadaan barang jasa yaitu menyelenggarakan Badan Usaha Milik Negara/BUMN sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh Negara melalui BUMN yang bertujuan agar Masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata tanpa terkecuali. Untuk mewudkan tujuan tersebut maka, negara harus mengelola BUMN yang mengacu pada prinsip atau asas yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Upaya mengoptimalkan BUMN perlu dilakukan antara fungsi pengawasan dan operasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a dan b dan angka 2, 3 dan 9 sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Undan-Undang ini yang dimaksudkan dengan 
1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan sebagai berikut:
a. Seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau 
b. Memiliki hak Istimewa yang dimiliki Negara Repulik Indonesia
2. Anak Usaha BUMN adalah anak Perusahaan BUMN dan turunananya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka untuk memenuhi kepentingan usaha BUMN.
3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.
9. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 
       Hubungan Pemerintah dan BUMN di Indonesia bersifat simbiosis mutualisme dimana Pemerintah bertindak sebagai pemilkik mayoritas (melalui penyertaan modal) dan pengawas sedangkan BUMN beroperasi sebagai badan usaha yang melayani tujuan bernegara serta kepentingan masyarakat sambil menjalankan fungsi komersial untuk mencapai keuntunbgan yang berkontribusi pada perekonomian negara. Pemerintah membina dan mengawasi mengawasi BUMN melalui Kementerian BUMN untuk memastikan kinerja yang efekti dan efisien serta agar BUMN melaksananakan tugas negara seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.
       Pengadaan barang jasa di BUMN menggunakan beberapa metode salah satu yang sering digunakan ialah tender. Tender dalam pengadaan barang jasa merupakan proses pemilihan penyedia yang dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan penawaran harga terbaik, dengan melibatkan beberapa tahapan antara lain mulai persiapan tender, pengumuman, pendaftaran dan penjelasan pekerjaan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi penawaran, dan penetapan pemenang. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan barang jasa di pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.
       Pengadaan barang jasa pada hakikatnya antara BUMN dengan Pemerintah ada kesamaan yaitu merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku, menggunakan web/internet dengan melalui sistem E-procurement.
       Penerapan E-procurement di berbagai instansi membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat dapat berjalan lebih mudah serta mempercepat proses pengadaan barang jasa. Penerapan tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik, dengan sanksi bagi perbuatan melawan hukum seperti penipuan online dsb. 
       Sebagaimana hal-hal diuraikan diatas, pada praktik kenyataannya tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu permasalahan hukum dalam perjanjian pengadaan barang jasa antara vendor X terhadap perusahaan Y. Bermula, Perusahaan Y (perusahaan BUMN) sedang melakukan proses pengadaan barang jasa dengan menggunakan metode tender melalui E-procurement untuk memenuhi kebutuhan di perusahaan. Vendor X sebagai salah satu peserta yang mengikuti kegiatan pengadaan barang jasa tersebut mulai dari proses pendaftaran sampai dengan ditetapkan sebagai pemenang tender. Selanjutnya para pihak menyepakati semua isi perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak. Namun pada kenyataan dilapangan menimbulkan suatu permasalahan hukum, yang dimana Vendor X tidak mengirimkan barang dengan tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak pada perjanjian pengadaan barang jasa. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan membahas dan menggali lebih jauh baik kronologis maupun akibat hukum atas permasalahan tersebut, sehingga peneliti mengambil judul tesis mengenai Kedudukan Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang -  Undangan.
Identifikasi dan Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan?

Tujuan Penelitian 
	Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kedudukan Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa Akibat Hukum Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan. 

Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis 
Penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan Magister Ilmu Hukum secara umum, khususnya dibidang Hukum Ekonomi, dalam menyesuaikan dan menyempurnakan regulasi terkait dengan kedudukan perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata dan aplikatif terutama bagi pelaku-pelaku usaha. pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya.

II. KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS
Kerangka Pemikiran
       Dasar negara Indonesia yaitu UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3 mengamanatkan “Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai konsekuensi segala perbuatan diatur oleh hukum (Rechstaat).” Undang-Undang Dasar 1945 baik di mukadimah serta batang tubuh memuat berbagai ketentuan yang mewajibkan kepada negara atas pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana sila ke-5 (lima) dari Pancasila secara tegas menyatakan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” unsur-unsurnya ialah jaminan hak atas dasar manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan berdasarkan peraturan hukum.
       Berbagai aspek kehidupan yang tumbuh, terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat salah satunya yaitu adanya pemenuhan hak dasar manusia dalam bidang atau aspek ekonomi karena hal ini erat kaitannya dengan kesejahteraan yaitu suatu kondisi atau keadaan yang sangat diharapkan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara aturan dasar yang mengatur mengenai perekonomian negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XIV Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Butir 4 Amandemen ke-IV bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
       Membahas mengenai konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universilitasnya menjadi tidak pasti. Keadilan sosial harus dibedakan dari pelbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial[footnoteRef:1]. Keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua bidang salah satunya keadilan ekonomi. [1:  ) Somardi, Teori Umum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BBE Media Indonesia, Jakarta 2007, Hlm 81.] 

       Pembangunan hukum tidak terlepas dari pembangunan nasional, sebagaimana Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pergaulan atau hubungan masyarakat adalah interaksi antara manusia yang saling tergantung dan membutuhkan. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang dapat melindungi kepentingannya dan menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan hukum itu.
       Sebagai wujud nyata negara berperan aktif dalam menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, terdapat asas dan tujuan BUMN di atur dalam Pasal 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai berikut: 
1. Penyelengaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip
a. Kebersamaan 
b. Efisiensi berkeadilan
c. Berkelanjutan
d. Berwawasan lingkungan
e. Menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional 
f. Tata kelola Perusahaan yang baik
2. Prisip tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf f meliputi:
a. Transparansi
b. Akuntabilitas
c. Pertanggungjawaban
d. Kemandirian
e. Kewajaran

       Pelaksanaan pengadaan barang jasa harus berpedoman pada asas-asas umum, yang terdiri dari: 
1. Asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract)
       Perjanjian pengadaan barang jasa, vendor dan perusahaan bebas menyusun isi kontrak. Namun, Ketika vendor tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi pelanggaran atas kontrak yang telah disepakati secara bebas tersebut, dan perusahaan berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi. 
2. Asas itikad baik (Good Faith)
       Pelaksanaan pengadaan barang jasa, vendor dan perusahaan harus melaksanakan kontrak dengan itikad baik. Apabila vendor sengaja lalai atau menipu, maka pelanggaran asas ini membuka peluang tuntutan hukum dari perusahaan. 
3. Asas kepastian hukum (Legal Certainty)
       Kedua belah pihak mendapatkan kepastian tentang hak dan kewajiban mereka. Jika vendor tidak memenuhi kewajiban, perusahaan dapat menuntut haknya sesuai ketentuan yang jelas dalam perjanjian dan hukum.
4. Asas konsensualisme 
       Umumnya pengadaan dilakukan secara tertulis, secara hukum perjanjian dianggap sah saat ada kesepakatan. Jika vendor melanggar, perusahaan dapat menuntut berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati. 
5. Asas tanggung jawab
       Vendor wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban), vendor wajib bertanggung jawab dan perusahaan berhak meminta ganti rugi atau pemenuhan kewajiban. 
6. Asas kesetaraan 
       Vendor dan perusahaan berada dalam posisi yang setara secara hukum dalam perjanjian. Pelanggaran vendor mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan harus di proses sesuai hukum. 
Praktik bisnis dan kegiatan operasional perusahaan, perjanjian pengadaan barang jasa merupakan salah satu bentuk hubungan hukum. Perjanjian ini merupakan suatu kontrak hukum perdata antara perusahaan (sebagai pihak pengguna) dan vendor atau penyedia (sebagai pihak pelaksana), yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Untuk dapat menganalisa obyek penelitian peneliti maka diperlukan berbagai teori antara lain: 
1. Teori Perjanjian
       Menurut Sudikno Mertokusumo, teori perjanjian perlu membedakan antara janji dan perjanjian. Meskipun janji adalah kesepakatan, ia tidak selalu menimbulkan konsekuensi hukum atau sanksi jika dilanggar. Berbeda dengan perjanjian yang secara hukum mengikat[footnoteRef:2]. Teori ini untuk menjelaskan kedudukan perjanjian para pihak dalam kedudukan perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.   [2: ) Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Genta Publishing, 2021, hlm 110 ] 

2. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty)
       Teori ini menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan bersifat publik, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi akibat dari tindakan hukum. Hukum menjadi dasar tertib sosial dan perlindungan hak warga secara formal. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dibuat dan diundangkan secara pasti, tidak menimbulkan keragu-raguan, serta berlaku sebagai pedoman yang dapat diprediksi[footnoteRef:3]. Menurut Jan Michiel Otto, mendefinisikan kepastian hukum sebagai: (a) adanya aturan yang jelas dan konsisten, (b) diterapkan secara konsisten oleh lembaga berwenang, (c) warga mengikuti, (d) hakim mandiri dan konsisten, dan (e) keputusan judicial dijalankan[footnoteRef:4]. Teori ini untuk menjawab atau mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian pengadaan barang jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor kepada perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.   [3: ) Sudikno Mertokusumo, Prinsip Hukum Perdata Revisi Terbaru, Liberty, Yogyakarta, 2021, hlm 10]  [4: ) Otto, J.M. Opini tentang Legal certainty in Indonesian Law, 2020-2024, hlm 36] 

3. Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme)
       Teori ini menekankan bahwa hukum harus menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (the greatest happiness for the greatest number). Hukum dinilai dari akibat sosialnya, bukan hanya isi teks normatif. Menurut Jeremy Bentham sebagai pendiri utilitarianisme: hukum baik adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat[footnoteRef:5]. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi efektivitas hukum terhadap permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian. [5: ) Bentham, Jeremy. Introduction to the Principles of Moral Legislation (edisi terjemahan 2019), hlm 56] 

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kedudukan Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Akibat Hukum Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan. 

III. METODOLOGI PENELITIAN

        Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif ialah Analisis dilakukan dengan menerapkan metode penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memahami maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menjelaskan kedudukan perjanjian pengadaan barang/jasa yang tidak dipenuhi oleh vendor, serta menilai konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan pelanggaran berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak atau dokumen pengadaan yang relevan, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas tentang perjanjian dan pengadaan barang/jasa. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman tambahan melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang berkaitan.

[bookmark: _Toc212975692]IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Oleh Vendor Kepada Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

[bookmark: _Hlk211604706]       Pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan pada prinsip keseimbangan akan adanya beban dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pada saat para pihak membuat perjanjian mereka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab causa yang halal. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan  di mana satu orang  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.  Dalam hukum perjanjian tidak dipenuhi syarat-syarat dalam klausul yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian maka dapat dikatakan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Atas terjadinya wanprestasi salah satu pihak dapat dikenakan sanksi-sanksi yaitu seperti dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sanksi ganti rugi yang dapat berupa biaya dan bunga selain ganti rugi wanprestasi juga dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. 
       Pelaksanaan kedudukan perjanjian barang jasa di Perusahaan Y sebagai sebuah Perjanjian Pengadaan barang jasa yang mengikat antara Perusahaan Y sebagai pihak pertama dan Vendor X selaku pemasok sebagai pihak kedua, yang bertujuan untuk memastikan pengadaan barang jasa yang efisien, tepat guna dan tepat waktu demi mendukung kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan secara keseluruhan. Perjanjian ini juga menjadi landasan bagi Perusahaan Y untuk membangun hubungan yang adil dan transparan dengan pihak para vendor selaku pemasok, memastikan pembayaran tepat waktu, dan menerapkan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran seperti yang tercantum/termuat dalam pedoman etika usahanya. Bentuk dan isi perjanjian pengadaan barang jasa tersebut telah mengikat kedua belah pihak karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diatur dalam KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan sebagaimana antara lain definisi Perjanjian  Pasal 1313 KUHPerdana, Syarat-syarat sahnya Pasal 1320 KUHPerdata. dan asas Kebebasan Berkontrak (Pacta sunt servanda) Pasal 1338 KUHperdata.
       Terjadinya permasalahan dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Vendor X selaku pemasok yang berupa wanpresatasi seperti peneliti temukan di Perusahaan Y dalam penelitian ini yaitu pihak Vendor X selaku pemasok telah wanprestasi tidak memenuhi prestasinya sama sekali sesuai isi perjanjian, maka dalam hal ini Vendor X selaku pemasok dapat segera dituntut ganti rugi tidak diperlukan penetapan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata “Jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”, hal ini sebagaimana di atur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian yang di buat dan ditandatangani oleh Vendor X dan Perusahaan Y yaitu sebagai berikut : 
Pasal 6 Butir (1) tentang Denda menyatakan bahwa: 
“Jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini dilampaui, maka kepada PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per-mil) per hari kalender keterlambatan dari nilai total atau sebagian nilai yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini sebelum pajak pertambahan nilai (PPN), dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen)”. 
Diatur juga pada Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo d tentang Pemutusan Kontrak menyatakan bahwa 
(1) PIHAK KESATU berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA untuk memutuskan dan / atau mengakhiri sebagian atau seluruh pekerjaan menurut Perjanjian ini, apabila salah satu di antara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini terjadi:
a. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA ternyata tidak atau belum memulai pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini.
b. Pelaksanaan Perjanjian ini tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang berlangsung lebih dari 1 (satu) bulan.
c. Pelaksanaan Perjanjian ini tertunda oleh PIHAK KEDUA lebih dari 14 (empat belas) hari, dimana tertundanya pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak juga oleh karena kesalahan PIHAK KESATU apapun, akan tetapi disebabkan oleh hal-hal untuk mana PIHAK KEDUA tidak memungkinkan melanjutkan pekerjaannya, namun tidak hanya terbatas pada surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit. 
d. Memberikan surat teguran 1-3x dalam waktu 7 hari kalender, apabila tidak memberikan respon/jawaban atas surat tersebut maka akan memberikan surat blacklist dan peserta tender tidak dapat mengikuti tender selama 1 (Satu) Tahun . 
       Dikaji berdasarkan Teori Perjanjian Kedudukan Para Pihak antara lain: 1) Kedudukan Hukum Perusahaan sebagai kreditur, perusahaan memiliki hak menuntut vendor memenuhi perjanjiannya. Jika vendor wanprestasi maka perusahaan dapat meminta ganti rugi atau pembatalan kontrak sesuai isi perjanjian dan hukum yang berlaku. 2) Kedudukan Hukum Vendor sebagai debitur, vendor memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan atau menyerahkan barang sesuai dengan perjanjian. 3) Jika terjadi keterlambatan, cacat mutu, atau tidak terpenuhinya kewajiban maka vendor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu teori perjanjian ini memberikan manfaat diantaranya memberikan kepastian hukum bagi perusahaan untuk menuntut haknya, menentukan bentuk dan jenis wanprestasi, menjadi dasar untuk tuntutan hukum antara lain pemenuhan perjanjian, ganti rugi, dan sanksi administratif atau sesuai peraturan pengadaan yang berlaku. 
B. Akibat Hukum Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Vendor X Kepada Perusahaan Y 

[bookmark: _Hlk209241270]       Akibat hukum adalah konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan, peristiwa atau tindakan hukum yang dapat berupa lahir, berubah atau lenyapnya suatu hak dan kewajiban, timbulnya sanksi atau perubahan terjadinya hubungan hukum antara subyek hukum. Akibat hukum ini sebagai hasil atau dampak dari adanya peristiwa atau perbuatan hukum yang telah terjadi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lainnya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.
       Peneliti menemukan dalam praktek penelitiannya telah terjadi perbuatan dari Pihak Vendor X yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Perusahaan Y dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani, Atas terjadinya wanprestasi salah satu pihak dapat dikenakan sanksi-sanksi yaitu seperti dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata, sanksi ganti rugi yang dapat berupa biaya dan bunga selain ganti rugi wanprestasi juga dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1466 KUHPerdata syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian sehingga pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Meskipun fakta bahwa syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian tidak menutup kemungkinan bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.
       Pasal 1247 KUHPerdata menyatakan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Kemudian Pasal 1248 KUHPerdata juga mengatakan hal senada mengenai hal tipu daya yaitu Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkab tipu daya si berutang, pengantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungann yang terhilang baginya, hanya terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan.  Pada prakteknya atas permasalahan yang timbul atau terjadi, maka Perusahaan Y selaku pihak yang nyata-nyata sangat dirugikan dalam posisi ini melakukan upaya hukum dengan menyampaikan atau melayangkan Surat Teguran (Somasi) I sampai dengan Surat Teguran (Somasi) III yang berakhir dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan Blacklist kepada Vendor X selaku pihak yang telah melakukan wanptrestasi. Adapun bentuk dan isi Surat Teguran (Somasi) I sampai Surat Teguran (Somasi) III dari Perusahaan Y kepada Vendor X peneliti lampirkan pada bagian lampiran.
       Langkah dan upaya hukum  dari Perusahaan Y kepada Vendor X sebagaimana di uraikan di atas adalah merupakan sanksi tegas kepada Vendor X yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian karena telah melakukan wanprestasi dalam bentuk  tidak memenuhi prestasi sama sekali sesuai dengan Surat Perjanjian yang telah di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Vendor X dengan Perusahaan Y, hal tersebut sangatlah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1  huruf d “Memberikan surat teguran 1-3x dalam waktu 7 hari kalender, apabila tidak memberikan respon/jawaban atas surat tersebut maka akan memberikan surat blacklist.” Sebagaimana tercantum pada Surat Pemberitahuan Blacklist dari Perusahaan Y sesuai dengan peraturan Perusahaan Y menyebutkan bahwa “Dikarenakan perusahaan Saudara mangkir atau tidak menjawab secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut atau 1 kali pelanggaran yang bersifat Major, sesuai dengan peraturan perusahaan kami, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti pengadaan barang jasa selama 1 tahun atau dikeluarkan dari daftar penyedia eksternal (blacklist)”. 
       Dikaji menurut Teori Kepastian Hukum, teori kepastian hukum ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat secara hukum (Pacta Sunt Servanda) Pasal 1338 KUHPerdata dan ketika vendor wanprestasi, maka hak perusahaan untuk menuntut ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan kontrak harus dapat ditegakkan dengan dasar hukum yang pasti. Adapun manfaat dari teori ini ialah untuk melindungi hak perusahaan sebagai pihak yang dirugikan, menjamin keadilan dan penegakan hukum secara konsisten serta menciptakan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. 
Menurut Teori Kemanfaatan (Utilitarianisme) bahwa penegakan hukum kontrak bukan hanya soal penghukuman, tetapi soal mengembalikan manfaat ekonomi, efisiensi, dan keberlanjutan kerja sama. Jika vendor wanprestasi, maka penyelesaian sengketa harus memulihkan kerugian, meminimalkan gangguan operasional, dan mencegah kerugian lebih lanjut. Manfaat teori ini dapat mendorong penyelesaian yang efektif dan solutif, menekan biaya dan waktu penyelesaian, memulihkan kerugian perusahaan secara konkret, serta mencegah vendor lain melakukan pelanggaran yang sama. 
V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian tentang Kedudukan Perjanjian Pengadaan Barang Jasa Yang Tidak Dipenuhi Vendor Kepada Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan: 

Kesimpulan 
1. Kedudukan perjanjian barang jasa di Perusahaan Y adalah sebagai sebuah Perjanjian Pengadaan barang jasa yang mengikat antara Perusahaan Y sebagai pihak pertama dan Vendor X selaku pemasuk sebagai pihak kedua, yang bertujuan untuk memastikan pengadaan barang jasa yang efisien, tepat guna dan tepat waktu demi mendukung kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan secara keseluruhan. Perjanjian ini juga menjadi landasan bagi Perusahaan Y untuk membangun hubungan yang adil dan tranparan dengan pihak para vendor selaku pemasok, memastikan pembayaran tepat waktu, dan menerapkan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran seperti yang tercantum/termuat dalam pedoman etika usahanya. Perjanjain ini mengikat dan berlaku kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam KUHPertada Buku III Tentang Perikatan antara lain dalam Pasal 1313 KUHPerdana, Syarat-syarat sahnya Pasal 1320 KUHPerdata. dan asas Kebebasan Berkontrak (Pacta sunt servanda) Pasal 1338 KUHperdata.

2. Sebagaimana Peneliti temukan dalam praktek penelitiannya telah terjadi perbuatan dari Pihak Vendor X yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Persahaan Y dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali sebagaimana yang telah disepakati keduabelah pihak dalam perjanjian yang di buat dan ditandatangani. Atas permasalahan yang timbul atau terjadi, maka akibat hukum Perusahaan Y selaku pihak yang dirugikan menyampaikan atau melayangkan Surat Teguran (Somasi) I sampai dengan Surat Teguran (Somasi) III kepada Vendor X selaku pihak yang telah melakukan wanptrestasi, yang berakhir Vendor X mendapatkan sanksi berupa black list.
Saran 

1. Pihak Perusahaan Y harus tetap menjaga dan mempertahankan segala bentuk perjanjian Pengadaan Barang Jasa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan yang dicantumkan dalam klausul-klausul atau pasal-pasal yang berasaskan konsesualisme (Pasal 1320 KUHPerdata)  dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), kedua asas ini harus lebih dikedepankan untuk mengikat keduabelah pihak dan menghindari adanya perjanjian yang mengandung unsur paksaan.  Hal ini untuk menunjukan bahwa Perusahaan Y sebagai perusahan yang bergerak dibidang barang jasa yang memenuhi kualifikasi sehat dan taat peraturan. 

2. Sikap dan/atau tindakan tegas dari Perusahaan Y perlu dijaga dan dipertahankan yang telah memberikan sanksi tegas berupa blacklist terhadap pihak Vendor X yang telah melakukan Wanprestasi yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perusahaan Y yaitu dengan tidak memenuhi prestasi sama sekali sesuai dengan kesepakatan (konsensus) dalam perjanjian yang telah di buat dan ditandatangani kedua belah pihak yaitu Pihak Vendor X dengan Pihak Perusahaan Y.
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